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Tanggal Putusan : Senin, 26 Oktober 2020.

Ikhtisar Putusan

Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia
memiliki hak konstitusional, yaitu hak akan kepastian hukum yang adil (sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak konstitusional agar harta bendanya
tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak
obyektif, transparan, serta akuntabel sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, serta hak konstitusional untuk tidak diperlakukan
secara diskriminatif oleh suatu norma hukum sebagaimana diatur Pasal 281 ayat (2)
UUD 1945.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena Pemohon menguji Undang-
Undang, in casu Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66
ayat (1), dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU
Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
dan memutus Permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon telah
dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin
dalam UUD 1945 baik secara aktual maupun setidak-tidaknya kerugian potensial
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dengan berlakunya norma Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1),
Pasal 66 ayat (1) Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (2) UU
Kekuasaan Kehakiman yang diajukan dalam permohonan pengujian a quo, sehingga
dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Terhadap dalil Pemohon, menurut Mahkamah, MA merupakan peradilan
negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan
peradilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sebagai peradilan tingkat
terakhir semua lingkungan peradilan di MA, MA memeriksa dan mengadili penerapan
hukum (judex juris) yang berbeda dengan peradilan tingkat pertama dan peradilan
tingkat banding. Peradilan tingkat pertama sebagai judex factie harus dimaknai
bahwa majelis hakim memeriksa fakta, begitu juga dengan peradilan tingkat banding
di mana majelis hakim hanya memeriksa fakta dan aspek hukumnya. Dalam sistem
peradilan di Indonesia, judex factie dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan
berdasarkan cara pengambilan keputusan dalam bentuk putusan. MA dalam
memeriksa dan mengadili perkara baik dalam tingkat kasasi atau peninjauan
kembali dalam proses mengambil putusan tetap mendasarkan pada fakta dan hukum
sebagaimana termuat dalam berkas perkara. Secara substansial dengan
kewenangan MA sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan akan
tercipta adanya putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan hukum, karena
seharusnya dalam setiap putusan pengadilan sudah terkandung tentang adanya
asas, nilai dan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat. MA sebagai
puncak peradilan mempunyai fungsi mengadili dengan memeriksa hukum (judex
juris) menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa MA dan peradilan di
bawahnya dalam menjalankan kekuasaannya, yaitu memeriksa perkara yang
menjadi kewenangannya dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal tersebut
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU
Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, sistem peradilan di Indonesia mengenal
tiga jenis tingkatan, yakni Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan MA.
Terhadap tingkatan peradilan tersebut terdapat dua jenis kewenangan dalam
memeriksa dan memutus perkara, yakni kewenangan mengadili perkara berdasarkan
fakta persidangan (judex factie), yaitu kewenangan yang dimiliki oleh peradilan
tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dan kewenangan mengadili
berdasarkan hukum (judex juris), yaitu kewenangan yang dimiliki oleh MA. Adapun
secara terminologi yang dimaksudkan dengan peradilan yang mengadili berdasarkan
fakta hukum (judex factie) adalah kewenangan peradilan tingkat pertama dan
peradilan tingkat banding untuk memeriksa para pihak dengan menggali fakta-fakta
dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sementara
itu kewenangan mengadili berdasarkan hukum (judex juris) adalah kewenangan
peradilan (MA) yang berkaitan perkara kasasi dengan memeriksa penerapan hukum
yang telah dilakukan oleh hakim atau majelis hakim dari putusan peradilan tingkat
pertama (PN) dan tingkat banding (PT).



Dengan demikian menjadi kehilangan relevansi dan esensi, apabila Pemohon
menghendaki persidangan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali harus atau
setidak-tidaknya dilakukan dengan cara memanggil para pihak dengan mengulang
kembali menggali fakta-fakta hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh
peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Di samping praktik tersebut
akan mengingkari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun
demikian, meskipun kewenangan hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali
dibatasi untuk menilai berkaitan dengan penerapan hukum dan hanya mendasarkan
surat-surat semata, namun dalam hal-hal tertentu jika hakim kasasi memandang
perlu untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang sedang ditangani, maka hakim
kasasi dapat mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan
kepada peradilan tingkat banding atau peradilan tingkat pertama yang memutus
perkara tersebut untuk melakukan pemeriksaan pada persidangan dengan
mendengar para pihak atau para saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum
(vide Pasal 50 ayat (1) UU Mahkamah Agung).

Bahwa sebagai penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang
menghendaki dalam mengadili perkara peninjauan kembali, MA juga harus
melaksanakan sidang dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang
yang dinyatakan terbuka umum. Terhadap dalili Pemohon tersebut, menurut
Mahkamah pemeriksaan perkara peninjauan kembali yang kewenangannya dimiliki
olen MA, meskipun sifat dari tingkatannya adalah sebagai kewenangan mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir, namun hal ini bukan berarti MA melaksanakan
fungsi sebagai peradilan yang memeriksa fakta-fakta hukum sebagaimana halnya
dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding (judex
factie), namun tetap saja MA menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai peradilan
yang memeriksa penerapan hukum. Sebab, dalam memeriksa perkara peninjauan
kembali MA memeriksa perkara yang bersifat lanjutan, yaitu perkara yang berasal
dari peradilan di semua tingkatan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak ada
relevansinya dalili Pemohon yang menghendaki agar persidangan perkara
peninjauan kembali di MA dengan dihadiri para pihak dalam persidangan yang
terbuka untuk umum. Terlebih Mahkamah tidak dapat menerima alasan Pemohon
yang berpendapat pemeriksaan perkara peninjauan kembali dapat menghasilkan
validitas di dalam memeriksa bukti baru (novum) apabila diverifikasi oleh para pihak
dan publik. Sementara kewajiban hadir di persidangan perkara peninjauan kembali
selain berdampak adanya beban biaya yang sangat berat bagi pencari keadilan yang
harus hadir di MA, juga akan berdampak semakin menumpuknya jumlah perkara dan
terhambatnya penyelesaian perkara di MA. Bahwa selanjutnya Pemohon juga
mendalilkan, pemeriksaan persidangan perkara pada peradilan tingkat banding untuk
dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum. Mahkamah berpendapat, bahwa keinginan Pemohon
sebagaimana yang didalilkan tersebut, sebenarnya telah terakomodir dalam norma
undang-undang yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara pada peradilan
tingkat banding, maupun praktik yang telah dilakukan di Indonesia selama ini.
Sebagaimana diuraikan dan dibenarkan Pemohon dalam permohonannya, bahwa
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang berlaku untuk Wilayah Jawa dan
Madura dan secara mutatis mutandis berlaku untuk daerah Indonesia lainnya, di
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mana norma tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan
tinggi dengan menegaskan bahwa, “Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan
memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan
mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.” Oleh karenanya dalam
pemeriksaan perkara banding esensi mendasar adalah melakukan pemeriksaan
ulang terhadap perkara yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama dengan
memeriksa fakta-fakta dan aspek hukumnya. Dengan demikian oleh karena pada
dasarnya hanya melakukan pemeriksaan ulang maka sepanjang pemeriksaan fakta-
fakta dan aspek hukumnya dengan memeriksa surat-surat dipandang telah cukup
untuk diambil putusan, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk melakukan
pemeriksaan perkara dengan mendengar para pihak dan saksi-saksi. Namun
demikian apabila keperluan demi keadilan, undang-undang telah memberikan
instrumen dengan memberikan pilihan kepada hakim tingkat banding untuk dapat
melaksanakan pemeriksaan dengan mendengar para pihak dan saksi dalam
persidangan yang terbuka untuk umum. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalii Pemohon berkaitan dengan
inkonstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, serta Pasal 50 ayat (1)
dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon lebih lanjut mendalilkan dalam perkara perdata tidak dapat diajukan
upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali manakala ditemukan adanya
keadaan baru atau novum. Menurut Pemohon norma a quo telah memperlakukan
Pemohon selaku pihak dalam perkara perdata secara diskriminatif. Sebab, norma
Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan
Kehakiman tersebut telah membatasi hak Pemohon sebagai pihak dalam perkara
perdata untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali hanya satu Kali,
sementara dalam perkara pidana diberikan hak konstitusional untuk mengajukan
upaya hukum peninjauan kembali lebih dari sekali.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah berulang kali memberikan
penegasan melalui pertimbangan hukum terkait dengan norma peninjauan kembali
dalam perkara perdata dalam beberapa putusan, diantaranya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, tanggal 26 Juli 2017. Selain putusan tersebut,
juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XV/2017, tanggal 20
September 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVI1/2018,
tanggal 30 Oktober 2018.

Bahwa meskipun pada permohonan a quo Pemohon memberikan penekanan
alasan yang berbeda, yaitu manakala ditemukan bukti baru (novum), agar dapat
dibuka pemeriksaan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Terhadap alasan yang
berbeda tersebut, menurut Mahkamah bukti baru yang dimaksudkan Pemohon dapat
saja ditemukan secara berulang artinya tidak hanya satu kali pemohon peninjauan
kembali berdalih menemukan bukti baru tersebut. Oleh karena itu seandainya akan
dibuka pemeriksaan peninjauan kembali lebih dari satu kali dengan alasan
ditemukannya bukti baru maka sangat dimungkinkan akan terjadi pemohon
peninjauan kembali berusaha untuk mengajukan alasan peninjauan kembali secara
berulang-ulang. Hal demikianlah sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran
Mahkamah sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusan di atas, bahwa
peninjauan kembali lebih dari satu kali akan menjauhkan dari asas keadilan dan
kepastian hukum. Terlebih lagi terhadap permohonan pemeriksaan peninjauan
kembali dengan alasan ditemukannya bukti baru (novum) batas waktunya berbeda
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dengan alasan-alasan lainnya untuk mengajukan permohonan pemeriksaan
peninjauan kembali, yaitu lebih lama karena kadaluwarsanya 180 (seratus delapan
puluh) hari dihitung sejak ditemukannya bukti baru (novum) tersebut, bukan sejak
putusan perkara yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan
telah diberitahukan kepada para pihak secara sah dan patut. (vide Pasal 67 huruf b
dan Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan
dikaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan-putusan
Mahkamah sebelumnya yang berkenaan dengan peninjauan kembali dalam perkara
perdata, Mahkamah berpendapat belum terdapat alasan yang dapat menggeser
pendirian Mahkamah, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan peninjauan
kembali dalam perkara perdata dapat dilakukan lebih dari satu kali dan justru melalui
putusan ini Mahkamah menegaskan kembali, masalah konstitusionalitas norma 66
ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan kehakiman
berkaitan dengan peninjauan kembali dalam perkara perdata dianggap selesai dan
tidak lagi menjadi persoalan yang berlarut-larut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan
permohonan Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 66 ayat
(1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah
tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, terhadap permohonan a quo, Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



